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PUTUSAN
Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Pw

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah

menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XxxXXXX XXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN XXXXX XXXXX,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXKK,  XXXXXXXKK  XXXXXK
XXXxXX, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah
Negara Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib),
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah

Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Pw, tanggal
01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 13 November 2016, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX
XXXXXXXX, ~Kabupaten  xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan  Timur,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXIXXXIXXIXXXX, tertanggal 14 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Paman Penggugat di Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi
Kalimantan Timur selama 1 (satu) hari, selanjutnya Penggugat dan
Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kost di Kecamatan
XXXXXXXXX Tengah, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur
selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke
XXXXX XxxxX dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX selama 1 (satu)
tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di
karuniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, usia 7 tahun, Bahwa anak
tersebut diasuh oleh Penggugat;

4, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada
bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat sudah cukup bersabar
menunggu Tergugat kembali hingga saat ini Tergugat tidak pernah
datang;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang
jelas;
5.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam

rumah tangga seperti memukul punggung dan perut Penggugat;
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5.3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada
Penggugat;
6. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada bulan Desember 2019,
dimana Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akibatnya
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi
meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak
pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat,
melalui keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat,
mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan
menuntut nafkah Lampau, lddah, nafkah anak dan nafkah Mut'ah;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit
untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis lagi,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2, Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
Radio Republik Indonesia (RRI) xxxx Xxxxxxx sebagaimana relaas Nomor
213/Pdt.G/2023/PA.Pw tanggal 02 Agustus 2023 dan 04 September 2023 yang
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX Kota XXXXXXXXX Provinsi

Kalimantan Timur pada Tanggal 14 November 2016. Bukti surat tersebut

telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim

Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian

diberi kode P. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXXX,
bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak mulai tidak rukun sejak Februari 2017 sudah tidak rukun
lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penyebab tidak
harmonis Tergugat sering marah-marah, Tergugat pernah
melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering
mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya,
dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat
untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXX,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXKX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7

tahun;
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- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, namun saksi tidak melihat pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya
sejak Desember 2019, dan baik Penggugat maupun keluarganya
sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat
untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung
dengan Surat Keterangan Gaib xxX.X/Xx/xxx/xxxx yang dibuat oleh Lurah
XXXXXX kec xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx xxxxx, tertanggal 25 Juli 2023 maka
Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal
27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,
Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini
harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg.bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 November 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
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sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak
keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta 2 saksi Penggugat,
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
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sering marah-marah, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah
tangga, Tergugat sering mengucapkan kata cerai;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah tempat tinggal sejak
Desember 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak
pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya
masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada
kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
dengan menanyakan kepada keluarga dan temen-teman Tergugat akan
tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

4, Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar
menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan
perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam
rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang
Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya
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menyatakan:"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling
memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran
sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga
dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, maka dari
fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan
Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan
seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir
batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

cllaodl cd> e pado dwlaalls )

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada

mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang
memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat
tinggal dan segala biaya terkait menafkabhi istri, selain itu suami selaku orang
tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak
sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi
anak yang berlaku terus sampai dengan anak menikah atau mandiri, bahkan
jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di persidangan yang
menjelaskan bahwa Tergugat sebagai suami tidak memperdulikan Penggugat,
Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, hal
tersebut merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri
berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan KHI;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:
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- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:
dallo o Lall ae 3l g2 3) a2l @) poc 2iwl 0l

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah

sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan

talak satu”

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat
Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq

dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

leuins le ¥ cum $ldl dw G Cgainll (e
8sle Joizi Y diiso lgio o) Jaxy Ol

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang
disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji
sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di
antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan
rumah tangganya.”
Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang
Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha
perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak
berhasil, maka perceraian a quo dipandang sebagai “tasrih bi ihsan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang
mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pula
ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir,
oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtreglement voor de
Buitengewesten (RBg) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pasarwajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo
pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal
20 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Eko Yunianto, S.H., M.H. sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Panitera Pengganti Hakim
ttd ttd
Sudirman, S.H Eko Yunianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. ATK : Rp60.000,00

3. Panggilan : Rp1.100.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp10.000.00
Jumlah Rp1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
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